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Perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh
dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)

2. Konsiliasi
Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisinan pemutusan hubungan
kerja, atau perselishan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
konsiliator yang netral. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004)

3. Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang
berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap

perselisihan hubungan industrial.

Dalam hal ini, apabila dalam penyelesaian perselisihan buruh melalui
pengadilan hubungan industrial dan putusan pengadilan bahwa Sunarto terbukti
melakukan pengelapan dan pencemaran nama baik Hotel Bintan Lagoon Resort
maka Hotel Bintan Lagoon Resort harus membayar uang penggantian hak
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. (Pasal 158 ayat (1) juncto Pasal 158 ayat (4) Undang —

Undang Nomor 13 Tahun 2003).
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Tetapi apabilla Sunarto tidak terbukti melakukan pengelapan dan
pencemaran nama baik Hotel Bintan Lagoon Resort maka Hotel Bintan Lagoon
Resort harus membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa Kerja
dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana diatur dalam

Pasal 156 Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Terkait Sunarto tidak terbukti melakukan penggelapan dan
pencemaran nama baik Hotel Bintan Lagoon Resort, Sunarto bias menuntut balik
kepada Hotel Bintan Lagoon Resort atas pencemaran nama baik dengan dasar
hukum Pasal 310 ayat (1) KUHP vyaitu Barangsiapa sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu halyang maksudnya
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan
pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus
rupiah.*” Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh
dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan

perbuatan  biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.*®

*" Moeljanto 11, Op.cit, him. 114.
*® http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-
termasuk-pencemaran-nama-baik
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